
  

 

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 12             Tahun : 2010                            Seri : E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NOMOR  17  TAHUN  2010 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian 

petumbuhan dan kemajuan pembangunan daerah, serta 
menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, 
dan bersasaran sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati, 
perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah; 

b. bahwa guna menjamin kepastian hukum dipandang perlu 
mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015 dengan Peraturan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 44);  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta      
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 



13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2001 – 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 
Daerah  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri 
E); 

Dengan  Persetujuan  Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI  GUNUNGKIDUL 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
TAHUN 2010 – 2015. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 



3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah 
Sakit Umum Daerah Wonosari, dan Kecamatan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 
2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 
Tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, 
dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan mengacu RPJM Nasional. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan  daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati hasil Pemilihan 
Umum Kepala Daerah tahun 2010. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas 
SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: 

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun  Rencana Strategis (Renstra) SKPD; dan 

b. pedoman dalam menyusun RKPD. 

Pasal 3 

(1) RPJMD dijabarkan dalam RKPD.  

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAPBD.  

 Pasal 4 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 



BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal  5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Bupati menugaskan kepada masing-masing kepala SKPD untuk melaksanakan 
pengendalian dan evaluasi sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan 
daerah menghimpun serta menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi yang 
dilakukan oleh SKPD. 

(4) Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan 
periode berikutnya. 

Pasal  6 

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pengendalian terhadap:  

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

Pasal  7 

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi evaluasi terhadap:  

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 

c. hasil rencana pembangunan daerah. 

Pasal 8 

(1) RPJMD dapat diubah dalam hal: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan 
substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan; 

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau 

c. merugikan kepentingan nasional. 

(2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pasal  9 

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan 
informasi yang akurat. 

(3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat 
(1) berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di 
bidang perencanaan pembangunan daerah dan Kepala SKPD. 

(4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindaklanjut laporan dari 
masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. 

 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah  Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. 
 
 
                 Ditetapkan di Wonosari 
                 pada tanggal  20 Desember 2010 

                WAKIL BUPATI  GUNUNGKIDUL, 

         ttd. 

                                    BADINGAH 
Diundangkan di Wonosari 
pada tanggal 20 Desember 2010 

        SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

                  ttd. 

  MOHAMAD JOKO SASONO 
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR  
12  SERI  E. 
 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
NOMOR  17  TAHUN  2010 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 - 2015 
I. UMUM 

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.  Pendekatan yang 
digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif 
dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, 
wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan 
yang bersifat top-down dan bottom-up.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (1) huruf k,  yang 
mewajibkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan Rencana 
Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD yang 
kemudian disusun kembali menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, 
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan 
umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD,  dan 
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan  yang bersifat indikatif.  

Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dijelaskan  bahwa 
RPJMD merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), dengan kata lain Renstrada 
Kabupaten Gunungkidul berarti juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. Tujuan penyusunan Renstrada adalah untuk 
memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gunungkidul pada periode tahun 2005-2015 serta sebagai pedoman taktis dan strategis 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan 
pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul. Sasaran penyusunan Renstrada adalah 
terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang 
dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem 
pengawasan dan pengendalian yang efektif. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul 
Tahun 2010 – 2015. 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1  

  Cukup jelas. 



Pasal 2  

  Cukup jelas. 

 Pasal 3  

  Cukup jelas. 

Pasal 4  

  Cukup jelas. 

 Pasal 5  

  Cukup jelas. 

Pasal 6  

  Cukup jelas. 

 Pasal 7  

  Cukup jelas. 

Pasal 8  

  Cukup jelas. 

 Pasal 9  

  Cukup jelas. 

Pasal 10  

  Cukup jelas. 

 Pasal 11 

  Cukup jelas. 

  

------- // ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


